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BUFATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TOBA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan.
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daersh, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencans Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir
Rencana Kerja Perangkat Dacrah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah paling lama 1[satu) bulan setelah Peraturan Kepala Dacrah
tentang Rencana Kerja Pemerintah Dacrah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Perangkat Dacrah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun

2025,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat 1 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Mandailing Natal [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1098 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3794];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momar 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah

[Lermbaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indoneaia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6836);

Undang-Undang Noemor 1 Tahun 2022 fentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 6757);



Menetapkan

10,

1L

1.3,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4817);

Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Toba Samoair menjadi Kabupaten Toba di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
G4T4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daersh,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Deerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daemab, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah
|Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12132);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Momor 1847},

Peraturan Menteri  Perencansan Pembangunan  Nasional/Kepala
Budan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tehun 2025 [Beria
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388];

Peraturan Oubermur Sumatera Utara Nomor 18 Tehun 2024 tentang
Rencana Kerju Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2025;

. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD)
Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Taba Tahun 2021 Namor 3);

Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupalen Toba
Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTLISKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TOBA TAHUN 2025,



BARB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
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. Daerah adalah Kabupaten Toba.

. Pemerintah Daecrah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.

, Bupati adalah Bupati Toba,

. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daernh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintsh
Daerah.

. Peranghkat Daerah yang selanjutnya disingkat PO adalah unsur pembantu Kepsala Daersh

dan DPRD dalam penyelenggarnsn urusan pemerintshan yang menjadi kewenangan
daerah

.Fr_m&nél.cu kepentingan adalah plhak-pihak yang langsung alau tidak langsung

mendapatkan manfaat atau dampak dard perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah,

Pembangunan Daecrah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfastan sumber dava
yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyasrakat,
kesempatan kerja, lnpangan beruszaha, meninglkathan akses dan kualitas pelayanan publik
dan daya saing dasrah sgesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganny.

. Perencanaan pembangunan dacrah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masza depan, melahai urusan pilihan, yang melibatkan berbagsi unsar p-:mlnngl.m
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka
waktu tertentu di deerah,

. Rencana Kerja Perangkat Dacrah yang selanjulnya disebut Renja Perangkat daerah adalah

Dokumen perencanaan perangleat daerah untuk periode 1jsatu) tahun.

Kehijakan adalsh arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
tujuan.

Program adalah penjabaran kegiatan perangkat dacrah dalam bentuk upaya vang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber dava vang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAR I1
RUANG LINGKUP RENJA PERANGEAT DAERAH
Pasgal 2

Renja Perangkat Daernh adalsh dokumen perencensan yang memuat program dan
kegiatan vang diperlukan untuk mencapal sasaran pembangunan,

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanasan perangkat daerah untuk periode
1{zatu) tahun, yaitu Tahun 2025 vang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025,

BAH I
SISTEMATIKA PERANGEAT DAERAH
Pasal 3

Sisternatika Renja Peranghat Daerah adalah:

Babl Pendahuluan;

Bab Il Evaluasi Renja Peranghkat Daemah tahun lalo;
Bab Il Tujuan dan Sagaran Peranglkat Daerah;

Babh IV Hencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab VvV Penutup.

Renja Perangkat Daerah scbagaimana dimalsud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran
Peraturan Bupati ind,

BAER IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Penyusunan Renjan Perangkat Daerah ini dimaksudkan untule melaksanaksn dolumen
perencanaan perangkat daerah periode 1 {satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari
2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,



Pagal 5

Tujusn dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

a. mendeskripaikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh
perangkat daerah; dan

b, program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan
menitikberatian pada program-program prioritas.

BAB WV
TAHAPAN PENYUSUMNAN RENJA PERANGEKAT DAERAH
Pasgal &

Renjn Peranghat Daerah disusun dengan tahapin:
1. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
a.penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerab tentang pembentukan tim penyusun
Renja Perangkat Daerah;
b.orientasi mengenai Renja Peranglkat Daerah;
. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Peranghkat Daerah;
d.penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan dacrah berdasarkan SIFD.
2. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
a.analis gambaran pelayanan perangkat daerah;
b.hasil evaluasi Renja Peranghal Daerah tahun lala.
3. peryusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang melipati:
a.pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Peranglkat Daerah;
b.verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerakh;
4, perumusan rancangen dkhir Renjs Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program,
kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu
indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKFD.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Peranghat Dmerah sebagai berikut:
1. Sekretariat Daernh Kabupaten;
2, Sekretariat Dewan Perwakilan Raloyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
Dinas Penpgendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Sosial;
Dinas Pekerfaan Umum dan Tata Ruang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Dittas Lingkungan Hidup;
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pertarman;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
, Mnas Perhbubungan;
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindunagan Anak;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
Satunn Polisl Pamong Praga,

NERPRHTRTCIFESAADEE

Bacan-Badan:

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. Badan Kezatuan Bangsa dan Politik:

tn



&, Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f Badan Pengelolaan Pendapatan Dacrah.

6. Recamatan:
a. Kecamatan Tampahan;
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. Kecamatan Balige;

Kecamatan Lagubati;

. Krcamatan SigLumpar;

KErcamatan Silaen;
Kecamatan Siantar Narumonda;

. Kecpmatan Porsca;
. Kecamatan Ulaan,

Kecamatan Bonataa Lunasi;
Kecamatan Parmaksian;

k Kecamatan Pintu Pohan Meranti;

Kecarmatan Lumban Jula;

m.Kecamatan Ajibata;
. Kecamatan Habinsaran;

.
P

Kecamatan Borbor;
Kecamatan Nassau,

BAB VI
PENLUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
schtiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

Agar

dengan penempatannya daliom Berita

Diundangkan di Balige
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAR TOBA

Cap/ dto

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200501 1 D02

Dacrah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 27 Agustus 2024
BUPATI TOBA,

Cap,/ dio

POLTAK SITORUS



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
berkal hmpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Toba Tahun 2025 ini dapat diselesaikan
dengan baik. Rencana Kerja ini merupakan implementasi penjabaran
dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba yang memuat tujuan,
sasaran, evaluasi kegiatan tahun scbelumnya serta program dan
kegiatannya.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia ini diharapkan kita dapat
menyusun RAPBD yang lebih obyektif karena rencana Program dan
Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja ini sedapat mungkin
terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan Anggaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih
jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai
pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi
untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesual dengan
tugas pokok, flungsi dan kewenangan yang diemban.

2024
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 [satu) tahun. Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan
Kerja Perangkat Dacrah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu} tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima
tahunan vang dituangkan dalam Rensira PD kedalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen
resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan yang stralegis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD)
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD}, scbagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)
daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun
oleh masing-masing Satuan Kega Perangkat Daerah secara
terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah [APBD) dan scbagai dasar pengusulan program/kegiatan
yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja PD
pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk
menyikapl isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya
dalam program dan kegiatan PD, Kualitas dokumen Renja sangat
ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan
oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan,
mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian
program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

RENCANA KER.JA BKPSDM 2035



Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan,
tata cara perencanaan, pengendalian, tata cara Rancangan
Peraturan Daerah lentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta
tata  cara perubahan  rencana  pembangunan  jangka
daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah dan
rencana kenja pemerintah daerah. Proses penvusunan Renja PD
terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan,
tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD.
Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyvusun RKPD
dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD,
penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.
Penyvusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yvang
harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja
PD vyang definitif. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Penpembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba Tahu
2024, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari
pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam
dokumen Rencana Strategis (Renstra)l Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba Tahun
2021 s/d 2026.

Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Toba maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba mempunyai tugas pokok
dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas
melaksanakan pelayanan teknis dan adminmistratif serta koordinasi
pelaksanaan fugas di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

]



1.2. Landasan Hukum

L.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1 Toba Samosir
dan HKabupaten Daerah Tingkat 11 Mandailing Natal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3794):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran MNegara
Repoblik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor
4700 :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
MNegara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494];



10,

1l.

12.

13,

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan daerah Pemerintahan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pengolahan Keuangan  tahapan tata cara penyusunan,
Pengendalian dan Evaluam Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Reuoblik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemeriniah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Interen Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Standar Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5% Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Rl Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Eepoblik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakal dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi,

= - — Z



13.

16.

17.

18.

19,

20.

21,

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang
Laporan dan Ewvaluasi Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan nama Kabupaten Toba Samesir menjadi
Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor
0474);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Dacrah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rancangan PembangunanJangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan HRencana
Pembangunan .Jangka Panjang Menengah Daerah, dan
rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 No.1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Review atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Tahunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
Tentang Sistem I[Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.1538B);



23.

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31.

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klarifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 tahun
2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Benta Negara Repubhik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 Tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Aggaran 2021 dalam rangka mendukung pembangunan
pandemi Corona Virus Disease 2019 [Covid-19) dan Dampak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.49);
Keputusan Menterni dalam Negen Nomor 050-3708 Tahun
2020 Tentang Hasil Verilikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
[Lembaran Daerah Provinsi Simatera Utara Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 12);

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun
2009 Tentang RKencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006-2026;



33.

34.

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba
Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran
Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD)
Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Toba Nomor 69 Tahun 2023 tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2024:

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah memberikan arah

penvelenggaraan  program/kegiatan yvang menjadi  prioritas

kegiatan dan sub kegiatan vang akan dilaksanakan untuk satu
tahun kedepan demi mendukung tercapainya visi misi darn

Kabupaten Toba.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Dayva Manusia Tahun 2024 adalah :

a. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yvang ada pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sesuai dengan perkembangan dan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku;

b. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun
dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD;

C. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi
dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan di bidang
kepegawaian di Kabupaten Toba;

d. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya,



1.4.

Sistematika Penulisan
Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Toba Tahun 2025 ini disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAE 1

BAB III

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN
LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan
RENJA tahun lalu dan capaian renstra, analisisi kinerja
pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba,
review lerhadap RKPD dan penelaahan usulan program
dan kegatan masyvarakat.

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bab ini menguraikan tentang Telaahan terhadap
Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja
BKPSDM, Program dan Kegiatan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja Tahun
2025.

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan.



BAE Il

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Badan KHepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Pemerintah Kabupaten Toba telah menetapkan Indikator Kineria
Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Toba Nomor 74 Tahun
2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba
dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daecrah tahun anggaran
2022 s/d 2026. Adapun sasaran strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2023 yaitu
Terwujudnya Profesionalisme ASN.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba Tahun
2023 dan capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2021-2026
melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan dapat diuraikan
sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Dayva Manusia terdiri dar 1

(satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Indikator capaian

dalam program ini yaitu persentase ASN yang mengikuti

pengembangan kompetensi dengan target kinerja 100 % dan
realisasi 0 %. Secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan target
kinerja 100 % realisasi 0 %. Kegiatan ini terdiri dari 1
(satu) sub kegiatan sebagai berikut :

» Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan hag Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
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2.

Peranghkat Daerah Penunjang dan Urusan

Pemerintahan Umum dan tidak terealisasi.

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan ini tidak dapat

dilaksanakan wvaitu berupa biaya Pendidikan dan

Pelatihan karena lembaga penvelenggara Pendidikan

dan Pelatihan ini yang terbatas serta minimnya minat

ASN untuk mengikutinya. Dengan demilkian anggaran

untuk Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan ini dilakukan

pergeseran.

Selain hal tersebut, tidak terealisasinya Program/

Kegiatan/ Sub Kegiatan ini juga disebabkan beberapa

hal sebagai berikut:

a. minimnya minat ASN untuk menghuti kegiatan
Diklat Pengembangan Kompetensi baik Diklat
Struktural maupun Fungsional yang seharusnya
seorang ASN minimal mengilkuti pengembangan
kompetensi (Diklat) minimal 20 JP per tahun;

b. terbatasnyva jumlah Lembagn yvang
menyelenggarakan Diklat dalam rangka
Pengembangan Kompetens: ASN;

c. kendala jarak dan waktu pegawal dalam mengikuti
pelatihan klasikal.

Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 Kegiatan dan 12
Sub Kegiatan. Indikator capaian dalam program ini adalah
Indeks Profesionalisme ASN dengan target kinerja 53,99% dan
terealisasi 61,02%. Pengertian Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan
untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas
pegawal ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagan dasar
penilaian  dan  evaluasi dalam upaya pengembangan
profesionalisme ASN.



Kriteria  yang  digunakan  untuk mengukur  tingkat
profesionalitas ASN mencakup:

a.

Dimensi kualifikasi.

Dimensi  Kualifikasi  digunakan  untuk  mengukur

data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS

dari jenmjang paling tinggl sampai jenjang paling rendah.

Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh

lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal

terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

1} Pendidikan 8-3 {Strata Tiga); dengan Bobot Nilai 25

2) Pendidikan 8-2 (Strata Dua); dengan Bobot Nilai 20

3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-1V (Diploma Empat);
dengan bobot nilai 15

4) Pendidikan D-I1I (Diploma Tiga); dengan bobot nilai 10

5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-1 (Diploma Satu)/f
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas{SLTA)/sederajat;
dengan bobot nilai 5

6) Di bawah SLTA. Dengan bobot nilai 1.

b. Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi  digunakan untuk mengulkur
data/informasi mengenai riwayat pengembangan
kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki
kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan., Dimensi
Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% [empat puluh
persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang
digunakan yaitu riwayvat pengembangan kompetensi yang
terdiri atas:

1] Dhklat Kepemimpinan; dengan  bobot penilaiannya
sebesar 15 (lima belas] bagi PNS yang menduduki
jabatan pimpinan ltinggi, jabatan administrator, dan
jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan
dan pelatthan kepemimpinan sesual dengan jabatan
vang diduduki yang belum nilainya 0.
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2

3

4]

Diklat Fungsional bobot penilaiannya sebesar 15
[lima belas] bagi PNS yang menduduki jabatan
fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan
pelatthan fungsional sesual dengan jabatan yvang
diduduki yang belum nilai sebesar 0 (nol) .

Diklat Teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP
dengan bobot penilaian nilai sebesar 15 (lima belas)
bagi PNS vang menduduli jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, jabatan pengawas, dan
jabatan fungsional dan yang belum Bobot nilainya
sebesar 0 (nol) bagi PNS jabatan fungsional yang
belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
paling sedikit 20 (dua puluh) JP vang mendukung
tugas dan fungsi jabatannya. Bobot nilai sebesar
22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS vang
menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikut
pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20
(dua puluh} JP yang mendukung tugas jabatannya
dalam 1 {satu) tahun terakhir yang belum bobot nilai
sebesar 0 (nol).

Seminar{Workshop/Magang /Kursus/sejenisnya.
Instrumen Pengukuran pada seminar /workshop/
kursus,/magang/sejenisnya dengan bobot penilaian
sebagai berikut dengan  Bobot nilai sebesar 10
{sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan
pengawas, dan jabatan fungsional wvang telah
mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang [
sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 [dua) tahun
terakhir; dan yang belum bobot nilai sebesar U [nol).
Bobot nilai sebesar 17,5 [tujuh belas koma lima) bagi
PNS yvang menduduki jabatan pelaksana yang telah
mengikuti seminar / workshop / kursus / magang [/
scjenisnya sesuai jabatannya dalam 2 |dua) tahun
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.

terakhir yang belum bobot nilai sebesar 0 (nol) .

Dimens Kinena :
Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/
informasi mengenai penilaian  kinerja  yang dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan
tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target,
capaian, hasil, dan manfaat yvang dicapai serta perilaku
PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang
digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang
mencakup schagai berikut;

1] Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

2]  Perilaku Kerja Pegawai (PKP),
Dengan bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang
memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu)
sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir, bobot nilai sebesar 25 (dua
puluh lima) bagi PNS vang memiliki nilai kinerja antara 76
(ftujuh puluh enam) sampai dengan 90 [sembilan puluh)
dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, bobot
nilai sebesar 15 (lma belas) bagi PNS yang memiliki nilai
kinerja antara 61 (enam puluh satu] sampai dengan 75
{tujuh puluh lima} dengan kriteria cukup dalam 1 (satu)
tahun terakhir, bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang
memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu)] sampai
dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1
(satu) tahun terakhir, bobot nilai sebesar 1 (satu] bagi PNS
vang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh|] ke bawah dengan
kriteria kurang dalam 1 (satu} tahun terakhir.
Dimens: Disiplin
Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur
data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat
hukuman vang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin
diperhitungkan scbesar 5% (lima persen) dari keseluruhan
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Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi
mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang
mencakup:

1. Tidak Pernah dihukum, bobot nilai 5

2. Hukuman disiplin nngan; bobot nilai 3

3. Hukuman disiplin sedang; bobot nilai 2

4, Hukuman disiplin berat; bobot Nilai

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan tujuan agar
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan
pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar, Intansi
Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan penguluran
Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 {satu) kali
setiap tahunnya demi melihat samapi dimana nilai yang telah di
meliki oleh seluruh ASN dimasing masing Instansinya. Pada
Kabupaten Toba Mengambil Salah satu indikator kinerja untuk
mengukur kwalitas pelayanan ASN di pemerintah Kabupaten
Toba.

Indeks Propesionalisme ASN merupakan Indikator dari program
Kepegawaian dan juga merupakan I[ndiktor Sasaran Badan
kepegawaian Pengembangan Sumber Daya manusia dengan
target kinerja pada tahun 2023 sebesar Nilai 53,99 dengan
realisasi nilai 61,02 dengan capaian ssbesar (113%).

Adapun perbandingan capaian dengan beberapa tahun

sebelumnya:

. Tahun o
'“K‘l'nl':'j‘:r 2021 2022 2023
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
Indeks
Profesinalisme | NA NA 50,09 53.99 323,99 61,02
ASN

dari nilai diatas dapat kita lihat bahwa nilai Indeks
Profesionalisme ASN BEPSDM Kabupaten Toba meningkat,
dan perlu di tingkatkan karena nilai tersebut masih belum
nilai maksimal.
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Program Kepegawaian Daerah dapat secara terperinci

dijabarkan sebagai berikut:

2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian ASN
Indikator kegiatan ini adalah Cakupan Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN target
Kinerja 100 % dengan realisasi 108,33 % vang terdiri
dari 6 sub kegmatan sebagail berikut :

¥» Penyusunan rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan
indikator kinerja/output berupa jumlah dokumen hasil
penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, target
kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen sesuai
dengan target yang ditetapkan.

# Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK,
dengan  indikator kinerja/output berupa jumlah
dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan
PNE dan PPPK target kinega 1 Dokumen dan
tercalisasi 1 Dokumen sesuai dengan target yang
ditetapkan.

¥ Ewvaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN dengan
indikator kinerja/output berupa jumlah laporan hasil
evaluasi pengadaan ASN target kinerja 2 Laporan dan
terealisasi 2 Laporan sesuai dengan target yang
ditetapkan.

# Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian,
dengan  indikator kinerjafoutput berupa jumlah
dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan
administrasi Pemberhentian target kinerja 1| Dokumen
dan terealisasi 1 Dokumen sesual dengan target yang
ditetapkan.

» Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan dengan
indikator kinerja/output berupa jumlah dokumen hasil
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2.2,

2.3.

pengelolaan  system  informasi  Kepegawaian targel
kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen sesuai
dengan target yang ditetapkan.

Pengelolaan data Kepegawailan, dengan indikator
kinerja/output  berupa jumlah dokumen  hasil
pengelolaan data kepegawaian target kinerja 1
Dokumen dan terealisasi | Dokumen sesuail dengan
target yang ditetapkan.

Kegiatan Mutasi dan Promosi dengan indikator
kegiatan ini berupa Cakupan Mutasi dan Promosi ASN
target kinerja 100 % dan terealisasi 102,78 % kegiatan
ini terdiri dari 3 {tiga) Sub Kegitan sebagai berilout :
Pengelolaan Mutasi ASN dengan indikator
kinerja/output berupa jumlah dokumen  hasil
pelaksanaan mutase jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrasi, jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar
daerah yang terdiri dari target 12 Dokumen dan
realisasi 13 Dokumen.

Pengelolaan  Kenaikan pangkat dengan indikator
kinerja/output berupa jumlah dokumen pengelolaan
kenaikan pangkat dengan target kinerja 2 Dokumen
dan terealisasi 2 Dokumen sesuai dengan target yang
ditetapkan.

Pengelolaan Promosi ASN dengan indikator
kinerjafoutput  berupa jumlah dokumen  hasil
pengelolaan Promosi ASN dengan target kinerja 1
Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen sesual dengan
target vang ditetapkan.

Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator
kemiatan ini berupa cakupan pengembangan
kompetensi ASN dengan target kinerja 100 % realisasi

101,25 % sesual dengan farget yvang ditetapkan,
kegiatan ini terdin dan 1 (dua) Sub Kegitan sebagai
berikut :



# Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan indikator
kinerjafoutput berupa Jumlah ASN yang meningkat
kapasitasnya target kinerja 40 orang realisasi 41 orang
(102,5%) sesuai dengan target yang ditetapkan.

¥ Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
dengan indikator kinerjafoutput berupa Jumlah
Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan
Sertifikasi ASN target kinerja 4 Dokumen realisasi 4
Dokumen sesuai dengan targetl yang ditetapkan,

2.4. Penilaian dan Ewvaluasi Kinerja Aparatur dengan
indikator kegiatan berupa Cakupan Evaluasi Penilaian

Kinerja target kinerja 100 % dan realisasi 25% dengan

1 sub kegiatan sebagai berikut :

Pembinaan Disiplin  ASN dengan indikator

‘.l'

kinerja/output berupa Jumlah ASN yang mendapat
pembinaan kedisiplinan target kinerja 10 ASN realisasi
5 ASN. Tidak tercapainya target disebabkan wolech
rendahnya tingkat pelanggaran Disiplin ASN.

3. Program Penunjang VUrusan Pemerintahan  Daerah

Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dengan indikator program Cakupan Kinera

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target kinerja 100 %

dan realisasi (78,62 %) terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 15

(lima Belas) Sub Kegiatan dengan kegiatan sebagai berikut:

3.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan Cakupan
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja targel Kinerja 100 %
realisasi 100 % dengan rincian Sub kegiatan kegiatan
sebagai berikut :

# Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
dengan indikator kinerjafoutput berupa Jumlah
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target 4
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Dokumen realisasi 4 Dokumen sesuai dengan target
vang ditetapkan.

3.2, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan

3.3,

3.4.

indikator kegiatan Cakupan Layanan Administrasi

Keuangan target kinerja 100 % realisasi 100 % dengan

rincian Sub kegiatan kegialan sebagai berikut :

# Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator
kinerja/output berupa jumlah ASN yang menerima
Gaji dan tunjangan ASN target kinerja 27
Orang/Bulan realisasi 27 Orang/Bulan sesuai dengan
target yang ditetapkan.

Administrasi Kepegawaian Perangkat dacrah indikator
kegiatan Cakupan Lavanan Administrasi Kepegawalan
target kinerja 100 % dan realisasi 52,04 % karena tidak
semmua sub kegiatan dari kegiatan ini dapat memenuhi
target yang telah ditetapkan dengan rincian sub kegiatan
sebagai berikut :

» Pengadaan Pakaian Dinas  beserta  Atribut
Kelengkapannya dengan indikator kinerja/output
berupa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribul
kelengkapannya dengan target kinerja 30 paket dan
realisasi 0 (nol) paket [0%).

# Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi dengan indikator Kkinerja/output berupa
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan target kinerja 147
orang dan realisasi 153 org sesuail dengan target yang
ditetapkan.

Administrasi Umum Perangkat Dacrah dengan target

kinerja 100 % dan realisasi 91,67% karena tidak semua

sub kegiatan dari kegiatan ini dapat memenuhi target yang
telah ditetapkan yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan
sebagai berikut :
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% Penycdiaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dengan indikator kinerja/output berupa jumiah Paket
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
target kinerja 4 paket dan realisasi 4 paket sesuai
dengan target yang ditetapkan.

» Penyediaan Peralatan rumah tangga dengan indikator
kinerja/output berupa jumiah paket peralatan rumah
tangea target kinerja 4 paket dan realisasi 2 paket, hal
ini terjadi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurang
hasil kinerja.

tﬂ

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan
indikator kinerja/output berupa Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan target kinerja 4 Paket dan
realisasi 4 Paket sesuai dengan target yang ditetapkan,

t_l'

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan dengan indikator kinerja/output berupa
Jumlah Dokumen Bahan Bacman dan Peraturan
perundang undangan target kinerja 3 Dokumen dan
realisasi 3 Dokumen sesuai dengan target yang
ditetapkan.

» Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator
kinerja/output berupa Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu target kinerja 6 Laporan dan
realisasi 6 Laporan sesuai dengan target Yyang
ditetapkan.

Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi
dengan indikator kinerja foutput berupa Jumiah

v

Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi target kinerja 8 Laporan dan realisasi 8
Laporan sesuai dengan target yang ditetapkan.

3.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah daerah dengan indikator kegiatan berupa
Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja
Aparatur target kinerja 100 % dan realisasi 40% karena
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3.6.

tidak semua sub kegiatan dan kegiatan ini dapat

memenuhi target vang telah ditetapkan dengan rincian

Sub Kegiatan sebagai berikut ;

» Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau
Kendaraan Dinas Jabatan dengan  indikator
kinerja/output berupa Jumilah unit kendaraan dinas
target kinerja 2 Unit dan realisasi 0 Unit karena
sampai saat ini kendaraan dinas operasional masih
mencukupi.

* Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja/output
berupa Jumlah paket mebel yang discdiakan target
kinerja 15 paket dan realisasi 3 Paket hanya dapat
terealisasi 20% karena hanyva 3 paket yang dapat
disediakan.

» Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan
indikator kinerja/output berupa Jumlah umt
peralatan dan mesin yang disediakan target kinerja 26
Unit dan realisasi 26 unit sesuai dengan target yang
ditetapkan.

Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

dengan indikator kegiatan berupa cakupan jasa penunjang

kinerja aparatur target kinerja 100% dan realisasi 66,67 %
karena tidak semua sub kegiatan dari kegiatan ini dapat
memenuhi target yang telah ditetapkan dengan 3 (tiga) sub

Kegiatan sebagai berikut :

» Penyediaan Jasa surat menyurat dengan indikator
kinerja/output berupa jumlah laporan penyediaan jasa
surat menyurat target kinerja 1 laporan dan realisasi 0
laporan karena tidak dipergunakan lagi seiring dengan
perkembangan teknologi digitalisasi persuratan.

%» Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dengan
indikator kinerja/output berupa jumiah laporan
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan



listrik target kinerja 4 laporan dan realisasi 4 laporan
sesual dengan target yvang ditetapkan.

#  Penyediaan .Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan
indikator lkinerja/output berupa jumlah laporan jasa
pelayanan umum target kinerja 8 laporan dan realisasi
8 laporan sesuai dengan target vang ditetapkan.

3.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah dengan indikator kegiatan berupa
barang milik negara terpelihara target kinerja 100 % dan
realisasi 100 % dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan Sebagai
Berikut :
¥ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan  Dinas  jabatan  dengan  indikator
kinerja/output  berupa jumlah kendaraan yang
dipelihara dan dibayarkan pajaknya target kinerja 4
kendaraan dan realisasi 4 kendaraan terpelihara
sesual dengan target yang ditetapkan.

# Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan
indikator kinerja/output berupa jumlah peralatan dan
mesin yang terpelihara target kinerja 12 unit dan
realisasi 12 unit terpelihara sesuai dengan target yang
ditetapkan.

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja/output

-tl'

berupa jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya
vang dipelihara target kinerja 1 unit dan realisasi 1
unit terpelihara sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi
target kinerja program/ kegiatan :
. Indikator capaian persentase ASN yang mengikuti

pengembangan kompetensi tidak terealisasi akibat oleh
pergeseran anggaran. Kegiatan ini dipilih menjadi sasaran
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refocusing anggaran discbabkan beberapa hal sebagai
berikut:

a. minimnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan
Diklat Pengembangan Kompetensi yang seharusnya
seorang ASN minimal mengikuti pengembangan
kompetensi (Diklat]) minimal 20 JP per tahun;

b. terbatasnya jumlah Lembaga Vang
menyelenggarakan Diklat dalam rangka
Pengembangan Kompetensi ASN;

¢. kendala jarak dan waktu pegawai dalam mengikuti
pelatihan klasikal.

Implikasi akibat tidak tercapainya target  kinerja
program/kegiatan tersebut adalah tidak terpenuhinya hak
pengembangan ASN yaitu minimal 20 JP dalam satu tahun
tentunya mengurangi produktivitas kinerja ASN.

Pelaksanaan Penerimaan CASN terlaksana dengan baik
namun angarannya tidak terserap (sisa lebih), hal imi
diakibatkan oleh penerimaan CASN menggunakan sistem
Computer Assisted Test (CAT) fasilitas Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan
(Kemendikbud) sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan
sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan (Kemendikbud
dan dilaksanakan pada Kantor Regional VI BEN Medan yang
seyogiyanya menurut dokumen perencanaan BKPSDM
bahwa  pelaksanaan kegiatan Penerimaan CASN
dilaksanakan di Kabupaten Toba dengan menyediakan

fasilitas sarana prasarana CAT (Computer Assisted Test).

Kebijakan/tindaksn perencanaan dan penganggaran yang periu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
I

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional,
kepemimpinan, dan Prajabatan akan tetap dilakukan untuk
tahun berikutnya demi menunjang pengembangan
kompetensi Sumber Daya Manusia dengan melakukan:



a. Peningkatan minat ASN dalam mengikuti Diklat
sesuai Undang-Undang ASN yang mengamanahkan
bahwa PNS memiliki hak minimal 20 Jam Pelajaran
(JP) per tahun untuk pengembangan kompetensi;

b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi vang
merata dan berkesinambungan — diharapkan
dapat meningkatkan  kinerja pegawai  serta
organisasi schingpga kualitas pelayanan publik
semakin prima, maka periu dilakukan kerjasama
vang lebih banyak terhadap lembaga-lembaga yvang
menyelenggarakan Diklat untuk Pengembangan
Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Toba.

¢. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN
dengan metode non-klasikal berupa e-learning,
coaching, mentoring, webinar, sosialisasi, magang
dan pertukaran ASN.

2. Pelaksanaan Penerimaan CASN untuk tahun 2025 tetap
harus dikoordinasikan dan diklarifikasi dengan pihak
terkait seperti BKN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan serta
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sehingga perencanaan anggaran dapat
dilaksanakan dengan efisien.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel T-
C.29 berikut:
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2.2. Analisis Kinerja

Pelayanan

Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/
kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan

HKepegawaian dan

atau kegagalan. Hal ini penting dalam menyikapi kinerja
organisasi ke depan, sehingga keberhasilan yang diraih dapat
ditingkatkan dan kegagalan yvang terjadi mendapat solusi yang
tepat. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat sesuai

pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran sirategis yang
diuraikan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja BERPSDM tahun 2023

Sasaran Indikator giinu
No, Strategis Program Kineta Target | Realisasi
] 2 3 4 5 F
1 Terwujudnya | Kepegawaian Nilai Indeks | o 253
Profesionalis | Daerah Sistern Merit
me ASN Nilai Indeks
Profesionalisme | 53,99 | 61,02
S— A.BH —y
Pengembangan | Cakupan ASN
Sumber Daya | yang Mengikuti
Manusia Pengembangan 19¢% | e
Kompetensi |
Program Cakupan
Penunjang kinerja
Urusan PENUNATIE
Pemerintahan | urusan 100 % | 100 %
Daerah pemerintah
Kabupaten [ daerah
Kota

Sumber : Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi Publik BKPSDM

Dari uraian tersebut secara umum dapat digambarkan bahwa

BKPSDM telah memenuhi tujuan dan sasaran strategis

sesuai

dengan rencana kerja BKPSDM tahun 2023 yaitu program

Kepegawaian Daerah mencapai 197,6%, Program Pengembangan

Sumber Daya Manusia mencapai 119,7%,dan Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mencapai 100 %,
hanya saja terdapat 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan

Sumber Daya Manusia yang harus ditingkatkan pada tahun
berikuinya.




Dalam Peraturan Bupati Toba Nemor 4 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Dava Manusia Kabupaten Toba mempunvai tugas pokok
dan fungsi sebagai berikut :

Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawailan
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

11)

(2]

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunvai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Dayva Manusia adalah:

a. Memimpin dan mengorganisasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

b. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sektretariat, Bidang dan serta kelompok jabatan
fungsional;

c. Menyviapkan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian
daerah;

d. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi,
kerjasama dan kemitraan dengan PD, instans: pemerintah,
swasta dan/fatau pihak ketiga lainnya dalam rangka
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

e. Merumuskan kebijakan rencana dan program kerja
Badan;

f. Menurumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan
Informasi pegawai ASN;
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g. Merumuskan kebijakan kediklatan, pengembangan

kompetensi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
pegawai ASN;

. Merumuskan kebijakan Mutasi dan Promosi Pegawai ASN;

Menetapkan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi
Kerja Staf yang dibawahinya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.
(3] Sekretaris;
1.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan

tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayal (2), uraian tugas Sekretaris adalah :

a. Pengorganisasian penyusunan kebijakan, rencana
strategis, program, kegiatan dan anggaran bidang
Kepegawalan Daerah.

b. Pengelolaan kepegawaian Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

¢. Penporganisasian dan pelaksanaan kerjasama di
bidang Kepegawaian,
d. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pengorganisasian penyusunan laporan keuangan di
bidang Kepegawaian Daerah;

f. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga,
bahan rancangan peraturan perundang-undangan di



bidang Kepegawaian Daerah, serta hubungan
masyarakat;

Pengelolaan keuangan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pengorganisasian pelaksanaan tindak lanjut atas
laporan hasil pemeriksaan;

Pengelolaan perlengkapan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Dayva Manusia;

Memberikan pelayanan teknis administrasi dan
pengesahan surat-menyurat semua unsur pegawai
ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba
termasuk keabsahan [jazah pegawai ASN;

Menetapkan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian
Kerja Stafl vang dibawahinya;

Mengawasi dan mengendalikan penggandaan surat
menyurat, perpusiakaan, perlengkapan, rumah
tangga, rapat kerja, kearsipan, dan distribusi surat;

Melaksanaan koordinasi dan pengendalian urusan
penataan organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan
kemasyarakatan di lingkungan Badan;

Pengorganisasian penyusunan laporan asset Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Pelaksanaan tugas lain vang diberikan ocleh kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia; dan

Pelaporan dan pertanggungiawaban tugas Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.
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(4] Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah

tangga,  perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan
kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Sesual dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat {2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan

Kepegawailan adalah :

a. Menyusun bahan penyusunan rencana strategis,
rencana  kerja  dan  anggaran serta  dokumen
pelaksanaan anggaran Badan Kepegewaian Daerah
sesual dengan lingkup tugasnya;

b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava
Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

o, Melaksanakan kegiatan surat-menvurat, perlengkapan,
kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman,
keamanan, |kearsipan dan dokumentasi  secria
keprotokoleran;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
sektretaris Badan; dan

e. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas.

{5)] Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi Publik
1.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai

tugas penyusunan Renstra, RKA, DPA, penyusunan

laporan keuangan, LAKIP, LPPD Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sesuail dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan

Keuangan adalah -

a. Menyusun bahan penyusunan rencana strategis,
rencana  kerja dan  anggaran  serta  dokumen
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pelaksanaan anggaran Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Dayva Manusia sesual dengan
lingkup tugasnya;

Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian
Program dan Keuangan ;

Menyusun rencana program kerja dan dokumen
pertanggungjawaban untuk jangka pendek, menengah
maupun jangka panjang;

Memonitoring pelaksanaan program, serta pembuatan
laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
Menvelenggarakan sosialisasi dan evaluasi pembinaan
serta  pemberdavaan pengendalian  pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Mengkoordinasikan dengan kepala bidang, kepala sub
bidang terkait dalam perencanaan dan realisasi
pelaksanaan kegiatan;

Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan
maupun tertulis;

Menetapkan Sasaran kerja Pegawai dan Penilaian
Prestasi Kerja Staf vang dibawahinya;

Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris;

Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh
atasan;

Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;
Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan
evaluasi penyerapan anggaran Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Menyvusun laporan keuangan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;



(6)

n. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

0. Menyusun laporan penyelenggaran pemerintahan
daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Dava Manusia;

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
Badan.

Bidang Pengadaan, Pensiunm dan Data Informasi;
Koordinator dan Sub Koordinator
1.

Bidang Pengadaan, Pensiun dan Data Informasi

mempunyai  tugas melaksanakan  penyelenggaraan

pengadaan, pensiun serta pengolahan data dan informasi

kepegawaian;

Sesual dengan tugas pokok secbagaimana dimaksud pada

ayat (2), Uraian Tugas Bidang Pengadaan, Pensiun dan

Data Informasi adalah :

a. Merumuskan kebijakan pengadaan, pensiun dan data
informasi;

b. Membangun dan mengaplikasikan serta menyajikan
data dan informasi melalui e-kepegawaian;

c. Menyusun rencana kebutuhan, jenus dan jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pensiun,

karsu, karis dan karpeg;

Memverifikasi dokumen administrasi pensiun;

Memverifikasi database informasi kepegawaian;

Menkoordinasan penyusunan informasi kepegawaian;

T@E oo

Memfasilitasi lembaga profesi ASN;

Menngevaluasi dan pelaporan kegiatan penadaan,
pensiun dan pengelolaan data informasi;

j- Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan
maupun tertulis;
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k. Menetapkan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian
Prestasi Kerja Stal yang dibawahinya;
l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala
Badan;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ocleh
atasan,
(7) Koordinator /Sub Koordinator

(8) Bidang Mutasi, Promosi dan Pangkat; Koordinator /Sub
Koordinator
1. Bidang Mutasi, Promosi dan Pangkat mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di bidang permutasian dan
promosi serta kepangkatan kepegawaian daerah;
2. Sesual dengan lugas pokok scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), uraian tugas Bidang Mutasi, Promosi dan

Pangkat adalah :
a. penvelenggaraan proses mutasi dan promosi sérta
kepangkatan;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi
dan kepangkatan;

¢. memverifikasi dokumen mutasi dan promosi serta
kepangkatan;

d. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan
promosi serta kepangkatan;

e. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan
maupun tertulis;

f. menetapkan sasaran kerja pegawal dan penilaian
prestasi kerja stafl vang di bawahinya;

g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada
Kepala Badan;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Aatasan,;
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(9) Koordinator /Sub Koordinator

(10) Bidang Pengembangan SDM dan Penilalan Kinerja;
Koordinator /Sub Koordinator

Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Penilaian Kinerja

Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kediklatan

1.

serta penilaian kinerja aparatur.

Sesual dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bidang pendidikan dan pelatihan dan penilaian
kinerja aparatur mempunyai fungsi ;

a.
b.

&

pelaksanaan kebijakan pengembangan kediklatan;
penvelenggaraan pengembangan kediklatan;
merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan
sertifikasi;

memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional,
mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan kompetensi;

merumuskan kebijakan penilaian kinerja dan
penghargaan dan tanda jasa;

merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian
kinerja dan penghargaan dan tanda jasa, kenaikan
gaji berkala, sumpah janji pegawail ASN;
mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan penilaian
kinerja serta mempersiapkan administrasi izin cerai
dan perkawinan;

memverifikasi dan mengkoordinir usulan pemberian
penghargaan dan tanda jasa,

memproses adminisirasi kenaikan gaji berkala;
mengevaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan
penghargaan;

memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan
maupun tertulis;

menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian
prestasi kerja staf yang di bawahinya;



n. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada
Kepala Badan;
o. melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh

atasan.

(11} Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri darn sejumlah
tenaga fungsional vang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior
vang ditunjuk;

3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja;

4. Jenis dan jenjang jabatan f{ungsional scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

5. Kelompok jabatan fungsional mempunyal tugas sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan belum tersedianya Standar Pelayanan
Minimal (SPM) pada Satuan Kerja Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia maka analisa
keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsi vang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel
T-C.30. beriloat :
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah, Serta Tata Kerja, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba memiliki
tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber dava manusia yang
menjadi kewenangan daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
tentunya harus dapat menyusun kebijakan untuk meningkatkan
pelayanan Kepegawaian yang terus mengalami perubahan seiring
dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi.

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis
pembangunan Kabupaten Toba 2021-2026 yang dirumuskan dan
penting untuk diperhatikan diantaranya membangun Sumber Daya
Manusia (SDM) yvang Unggul dan Andal. Untuk mewujudkannya
dibutuhkan Sumber Daya Manusia vang berkualitas profesional dan
proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumber daya
aparatur di daerah selaku pelayan masyarakat, untuk itu perlu
dilakukan perencanaan dan pengelolaan secara profesional dan
proporsional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan jabatan.
Dengan Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.

Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, masih ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi
dan perlu diupayakan penanganannya. Sehingga dalam pelaksanaan
program/kegiatan tahun 2023, masalah yang tmbul dapat

diminimalisir dan cepat dicarikan pemecahannya.
Berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi:
a. Belum terpenuhinya jumlah ASN sesuai dengan Jumlah
Kebutuhan;
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2.4.

b. Masih rendahnya budaya kerja aparatur terkait pelaksanan
tugas, tanggung jawab;

c. Masih terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kebutuhan
diklat dan untuk peningkatan pendidikan ASN;

d. Belum adanya rancangan perencanaan diklat  dengan
kebutuhan diklat yang akan diselenggarakan;

e. Kurang optimalnya Manajemen Kepegawaian, Pola
Pengembangan Karier;

f. Kurang optimalnya penempatan PNS  sesuai  dengan
kompetensinya;

g. Perlunya pengembangan sistem informasi kepegawaian untuk
mendukung pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian;

h. Kurang optimalnya penyediaan data Informasi kepegawaian;

Langkah-langkah strategis yang harus mendapat prioritas
vakm: (1) Rekruitmen pegawai harus transparan, obyektil sesuai
dengan kompetensi dan  analisa kebutuhan sehingga dapat
mengatasi mismatch vang menjadi masalah utama saat im, (2)
Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ahli di bidangnya,
bangga dengan tugasnya, mampu melaksanakan pekerjaannya
dengan baik dan punya komitmen, (3) Pembenahan manajemen
sistem informasi, akurasi data PNS di bidang manajemen
kepegawaian vang terintegrasi dengan para stakeholders, (4]
Peningkatan pelayanan tepat waktu dan bebas Korupsi Kolusi dan
Nepotismen (KEN), (5] Peningkatan remunerasi/kesejahteraan agar
PNS dapat hidup layak

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, banyak proses yang
dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi
penetapan kinerja tahunan vang sesuai dengan kebutuhan. Dalam
penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang
sclanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal
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penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi
skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.
Berdasarkan hal tersebut, maka Rancangan Awal HRencana

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2025 ini merupakan perbaikan berupa finalisasi
setelah menerima masukan dari Stake Holder, Masyarakat dan hasil
Musrenbang bank Musrenbang Kecamatan maupun
Musrenbang/RKPD Kabupaten Toba.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel
T-C.31 berikut:
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan
Pembangunan terlebih dahulu ditetapkan data Pembangunan yvang
tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-
benar dibutuhkan untuk peningkatan Pelayanan bagi ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak memiliki Data Usulan
Pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam Tabel T-C.32 berikut:

37




Usulan Program, Kegiatan dan Sub Keglatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Tabel T-C.32

Kabupaten Toba
HANA PERANGKAT DAERAH : BADAN EEPEGAWAIMN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAMNUSIA
Mo, Fmimnﬂl:-_!lﬂm Lokasi indikator Kinerja Besaran/Volume |  Catatan
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BAE II1
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TOBA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro
pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah
daerah adalah telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20
tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dimana kebijakan
nasional mengarah pada reformasi birokrasi secara sistemik yang
mencakup perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan hingga
sumberdaya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari
struktur hingga mindset serta kultur birokrasi. Agenda reformasi
birokrasi  bertujuan  melaksanakan  Pembangunan tata
pemerintahan yang baik {good governance). Penmingkatan kualitas
SDM ASN dan peningkatan pelayanan publik,
Untuk merespon dan merealisasikan hal tersebut, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusi maka Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusi akan melaksanakan
program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan reformasi
hirokrasi. Dengan komitmen reformasi birokrasi ditingkat daerah
akan terwujud pengembangan birokrasi yang modern bersih dan
beritegritas, profesional dan berkinerja tinggi sehingga mampu
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk masa periode 2022-

2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen ASN untuk menuju merit system
pengelolaan kepegawaian. Manajajemen ASN merupakan
sistem pengkaderan atau perencanaan suksesi (succesion
planning) pejabat tinggi yang berbasis pada aspck potensi dan
kompetensi serta ukuran obyektif lainnya. Tujuan sistem ini
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adalah untuk mendapatkan kandidat yang memenuhi wji
persyaratan jabatan dan memiliki minat mengisi posisi
jabatan tertentu dalam rangka menjamin ketersediaan dan
keberlangsungan penyelenggaraan fungs pemerintahan, Tes
kompetensi dan menjadi langkah awal dalam penvediaan
database profil kompetensi calon dan pejabat ASN vang
menjadi dasar penerapan sistem kaderisasi pejabat ASN,
pengelolalan pola karir, menjadi dasar dalam penerapan
manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis
merit system untuk mewujudkan ASN yang profesional,
bersih, berintegritas dan melayani,

Perbaikan sistem rekruitmen pegawai. Rekruitmen pegawai
merupakan proses yang krusial dan kritis, Proses ini sangat
menentukan dalam memperoleh pegawai yang handal,
berkualitas dan relevan dengan kebutuhan organisasi.
Pelaksanaan seleksi CPNS melalui penilaian secara obyektif
berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lain
vang dibutuhkan oleh jabatan dengan mengedepankan prinsip
obyektif, transparan, kompetitif, bebas KKN, tidak
diskriminatif dan tidak dipungut biaya. Tahapan seleksi
meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan
selcksi kompetensi bidang dengan berbasis teknologi informasi
pada setiap tahapannya;

Penerapan Manajemen Kinerja, Guna mendapatkan informasi
mengenai kontribusi PNS terhadap proses penyelenggaraan
pemerintahan diperlukan penilaian kinerja yang akurat dan
obyektif. Penilaian kinerja vang efektil dapat dimanfaatkan
scbagai dasar untuk mengembangkan pegawai, pemberian
kesejahteraan, penilaian kinerja aparatur dan sebagainya.
Pemaanfaatan hasil penilaian kinerja dilakukan dengan
menyusun analisis kesenjangan kinerja. Analisis kesenjangan
kinerja merupakan perbandingan kinerja aktual dengan
kinerja potensial atau yang diharapkan
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3.2

4. Mewujudkan layanan kepegawaian secara less paper. Hal ini
scbagai tindak lanjut kebijakan Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia untuk melaksanakan layanan berbasis
digital serta mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat.
Layanan dengan konsep less paper diterapkan pada layanan
kenaikan pangkat PNS dan Pensiun PNS

5. Pelaksanaan penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan
prinsip “menempatkan orang yang tepat dalam jabatan vang
tepat”. Penempatan dan distribusi PNS mempertimbangkan
hasil pemetaan jabatan dan formasi. Sedangkan penataan dan
penempatan dalam jabatan struktural mempertimbangkan
rekomendasi hasil pengukuran kompetensi tanpa
mengabaikan hak-haknya. Rekomendasi mengacu pada
analisis jabatan dan profil kompetensi yang akuntabel
terutama menyangkut kualifikasi pendidikan, diklat serta
penjaringan minat dan bakat pegawai. Penempatan pegawai
sesuai dengan bakat, kemampuan, peminatan pegawai serta
kebutuhan instansi.

6. Pelaksanaan sistem promosi terbuka. Undang-undang ASN
meletakkan dasar kompetisi terbuka di antara PNS dalam
proses pengisian jabatan khususnya dalam mengisi Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT). Pengisian jabatan dilakukan sccara
terbuka di antara PNS yang memenuhi syarat jabatan dan
standar kompetensi jabatan.,

7. Pelaksanaan pengembangan sistem dan aplikasi kepegawaian.
Melakukan pengusulan formasi ASN untuk memenuhi jumlah
kebutuhan;

g, Menyusun rencana diklat yang akan di ikuati oleh ASN.

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia adalah *Membangun Sumber Daya Manusia

(SDM) yang Unggul dan Andal”.
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Adapun sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk
menghadapi era globalisasi

2. Terpenuhinya pembekalan/pelatihan yang dibutuhkan
sumber daya aparatur untuk diangkat menjadi Pegawai
Negen Sipil.

3. Meningkatnya mutu PNS untuk siap pakai untuk menduduki
jabatan struktural dan Fungsional.

4, Memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan
kapasitas melalui Pendidikan Formal maupun informal.

5. Menvediakan fasilitas untuk masing-masing PNS untuk

mengikuti Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Struktural

{Kepemimpinan)

Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Kepegawaian

Tersusunnya daftar urut kepangkatan

Terpenuhinya Formasi sesuai kebutuhan

o ®m N

Terpenuhinya kelengkapan data administrasi kepegawaian

bagi setiap PNS Daerah Kabupaten Toba Samosir (Karpeg,

Taspen, Askes, Karsu dan Karis)

10. Sistem informasi kepegawaian yang akurat

Bertitik tolak dari maksud dan tujuan penyusunan rencana

strategis vaitu memberikan peningkatan kualifikasi, kinerja,

kompetensi dan  disiplin ASN dengan mempedomani Visi

Pemerintah  Kabupaten Toba “TERWUJUDNYA KABUPATEN

TOBA UNGGUL DAN BERSINAR “. Dengan visi sebagai berilout :
Infrastruktur yang Bagus dan Merata;

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan
Andal;

3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan

Sejahtera;

Kesehatan yang Prima dan Terjangkau;

Pariwisata Berkat dan Meriah;

Membangun Iman yang terpelihara;
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7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Maka dengan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba terdapat pada misi vang
kedua yvakni : * Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang
Unggul dan Andal™.
Dengan melihat wisi dan misi Kabupaten Toba yang telah
dijabarkan dalam Renstra BKPSDM tahun 2021 s/d 2026 dengan
tujuan Meningkatkan Manajemen Kepegawaian ASN dan sasaran
Terwujudnya Profesionalisme ABN serta pengukuran pelaksanaan
program dalam pencapaian sasaran strategis tersebut diuraikan
pada tabel berilout :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2025
Sasaran Indikator
No. Strategis g Kinerja Target
] ] B 3 4 5
1 Terwujudnya | Kepegawaian Nilai Indeks 353
Profesionalis | Daerah Sistern Merit
me ASN Nilai Indeks

Profestonalismce 71
ASN el |

Pengembangen | Cakupan ASN

Sumber Daya |yang Mengikut 100 %

Manusia Penpgembangan
Kompetensi

Program Cakupan

Penunjang kinerja

Urusan penunjang

Pemerintahan | urusan 100 %

Daerah pemerintah

Kabupaten [ dacrah

Kota

Untuk mewujudkan Tujuan Indikator yang telah ditetapkan,
setiap instansi pemerintah harus menetapkan proses perumusan
program dan kegiatan yvang akan dilaksanakan dalam mendukung
tercapainya visi dan misi dari pemerintah kabupaten Toba.
instansi pemerintah harus juga memperhatikan masukan pihak-
pihak yang berkepentingan (stakeholder] dan memberikan peluang
untuk penyesuaian sesuai dengan tuntutan lingkungan,
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3.3 Program dan Kegiatan,
Berdasarkan wvisi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
maka disusun program kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan
visi misi Kabupaten Toba yeng dituangkan dalam RPJMD
Kabupaten dan program kegiatan vang menjadi skala prioritas.
Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia tahun 2025 terdiri dan 3 Program, 11
Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
¥ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota terdiri dan & kegiatan dan 13 sub kegiatan.
# Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 kegiatan dan 14
sub kegiatan.
» Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dar 1
kegiatan dan 2 sub kegiatan.
Dengan rencana total anggaran yang dialokasikan Pemerintah
Kabupaten Toba pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 6.572.789.000, (Enam Milyar
Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh
Sembilan Ribu Rupiah). Untuk lebih jelasnya, Rumusan Rencana
Program dan Kegiatan setelah perubahan pada Badan
Kepegawaian dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Toba dapat dilihat pada Tabel rencana program dan
kegiatan/ perumusan program dan kegiatan disajikan dalam
Tabel T-C-33 berikut :
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TABEL T-C.33
Rumusan Bencana Program dan Keglsten Pecangioat Dastah Takus J25 dan Prakirsan Majo Tahun 2028
Exbupaten Toba

MARMS PERANGEAT DAERAH : BADAN KEPEGAVWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ISHNEATOR KINERIS REMCEMA TAHLUN 202%
EODE ERAH DAN PROGRAM/ KEGIAT, TARGET CATATAN PENTING | TARGET
A . Mﬁﬂm AN/ S8 EEGIATAN/ SUB LORASI EEBUTLHAN DusA, SUMBER DANA N EEBUTUHAN DMMAY PAGU
T PAGU INDIKATIF INDIRATIF
KEGIATAN | PaGU mgmm
] i & [ i5) Tl [ 8 ] 120)
MALAN KT PLOMWALAN DAN FENGERMEANGAN SUMBER TAYA MANLISLA £.572.785.000 £.550. S00L000
L] USSR PIMUNIANG URLISAM PEMERINTAHAN
5 0 | HEREGAW.AIAN S-E03. 2859000 S.849, 000,000
Cakupan Perunjang
FROGRAN PENUNIANG LIRUSAN
1 4,395, 295,000 | 16 ALATE, 0L DD
5 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/wOTA, |MiTeT}a Perangiat Kal. Toba) 100%
Cakupadn Panunjang
Perencanaan, Pergaeggaran, den Evaluasi
r Kinas Kab. Toba] 200 IO 11.000.500 |
5 03 o1 2m sl Peringhat Daarsh & Pranghat | mnnl.mnil
e Jummlah Dokurmiesn M s
5 03 01 101 0ol Pamzmunan foiumen Terencanti? | asrencanamn Kal. Toba | 10.000.000{PAD 11.000.000]
Perangkat Eaerah Columen Carbu meeni
Prerangkat Diaersh
Cakupan Lirjarsn
1 Adminsnrasl Keuangan Perangkat Deerah Eab. Toba| S0 33812850000 i 3400, 000000 |
+ 0 e Administrasi Hesangan
Junlih Ovang vang ] 7
5 Mm@ 0ol 102 0om Panyedizan Gaji dan Tunjsngan ATS MEnprima Gaji dan Kab. Fofaldrang/bed 3. 360 R O PAD Orang /bl 3 A1 D00 DD
Tunjargan ASH an an
Cakupan Leyanan
Admiristras] Umum Peranghat Daerab Kah. Toba| 200 Sal. L D00 10T% Sl 5. 00 200 |
58 . Adranistras Umum
JSamlah Faket Peralatan
s 03 01 208 002 Penvediamn Paralatan dan Perlerghapan { o frkapan | Kab. Toba| 4 Paket 20,000,000 |PAD 3 Paket 51,000,000
kot Kantor yang disediakan
I
£ 01 01 106 0003 Penyediasn Perslatan Rumah Tangga :;":,::: ?‘:’ '""; Kab. Toba| 4 Pakst 12.000.000{PAD a Paket 13.000.000
Amah Tanges yarg
umiah Faket Barang
Penyediaan Barang Celakan dan Earang Cetakan dan
Kak, Toba| 4 Paket 45 000 (00| PAD a Pakist &5 DO D]
5 03 01 206 OIS Pengpimaan |
lseciakan
Jumiah Doasmen
Bahan Bacaan dan
Fanyediaan Baban Bacaan dan & L]
Ferund Eazb. Toba LA.DO, D00 PAD 18,000,000
5 03 01 208 D006 AR O PR A Fevaturan g o Dok bk
B wrrdlangan yang
chsadizman




PRAKILAAN MAIL BENCARA TAHUN
DIEATOR KINERAS AEMCANA TAHUMN 3025
URLSEN) BIDANG LIRUSAN PEMERINT AHAN " RAN/ e
MAERAH PROGRAM, KEGLA ARGIT CATATAM PENTING | TARGET
e o KEGIATAN TSR | weciarany sus LEAS) :Tumn MEBLTUHAN DANA. | o, o ssER DANA carai | TERUTUHAR DN/ FAGU
sipesih sismua, | PSP INDIERTH KINERIA .
[T 7 L] L] i5] fal ] L) ¥ fam
lumlah Laparan
Penpekenpgaraan Rapat KEnordinasi dan | Penyelenggarsan Bepat Kabs. M " 375 000,000 FAD Bla PRSI
a3 901 106 000G Koneutas SKFD Kool dan Toba | 8 Lapara | poFaEn
K irkulLasd SKPD
Pengadasn Darang Milk Deerah Penunjang
o . Kab. Toba - 5000, 000 oo 5. (D D0
d3 o 2407 Dsersh
Limiah Linit Peralatan
03 01 2.07 O0bE Pengadaan Peraletar dis besin Laineya [dan Masn Lainnya 4 wnit 5,000,000 - 95,000, 000
vang Disadiakan
Perryediaan lasa Penunjang Unesan lasa Penmurjang Kinerja| i
.Toba| 100 LETO00.000| PAD 100 165.000.000
03 01 208 Pernorintahan Deerah Aparatur
Jurréah laparan
. Penyediazn jasa lasa
B3 B 08 DOOZ "'"":‘;:h;f:m“"h"' Suriber | munikad tumber | Kab, Toba | & Laporan 12,000,000 PAD 4 Laporan 14,000,000
i ke Daya Air dan Listrik
yang disediscan
Jumian kaporan
o0 Penyefioan Jasa Pelayanan imum | Penyedisan fasa b, Toba |8 Laporan 150.000.000{ PAD & Laporan 151.000.000]
e B Earmio Pelayanan Uimum ! | P
Lanbor yang dnedishan
Pammaeliraraan Barang M.I-ilhrﬂ'r Bararg Millk Daerah
Kah. Tobal 100 0 D, 000 100 209.000L000 |
i e Pemunjang Urusan Pemerdntahan Desrsh | Terpellhas |
Jumiah Eendirian Dirgs
Peryedizan Jasa femaiiharaan, Blaya Operasions alau
Pamaliharzan, Pagkdan Perizinkn Lapangan yang
Kab. Toba]| &UAA 137 000 000) FAD i Linit T8, 000.000
R R 00K Eendaraan Dinas Operasiony atsu Pemeiarasn dan
Lapangan dibayarkan Paak dan
pEriginanya
. lumlah Peralatar dan
W — qum:lm iharaan Peralatan dan Mesin Mesin lainnya pang & | Kabs Tnl:q] 75 et 20,000 000 PAD 25 Unig EIIME“]I
niya
Polihara




PEAKIFLAAN MAIL RENCANA TAHUN
MDA NCAMA TAHLIN 2035
. / : -~ | mmm RE 2035
EDDE DAERAH DN PROGRAM/ KEGLAT. S TARGET CATATAN FENTING | TARGET
— N KEGIATAN/ 548 . KERUTUHAN DAKA SUiBER DA AA AN KEBUTLIHAN Dk PRGL
KEGEATAMN KON ERKA PAGL INDIKATIF MIMERIA INEHRATIF
{1 fa ] fay [ [ L [ i a4
durelah Cedung Karior
clan Bangunan Lalnnya
01 01 2.09 0009 T L'""'“"""’"'L‘l"‘ Gty yang Kab, Toba| 1 Uit 39,000,000 FAL 1unh 40.000000]
Ko i R angetnany Ly terpelihara/Dirshatilt
asl
indeks Profesionaiitas
03 oz PROGHAM KEPEGAWAIAN DAERAH ASN Waki, Teba| 100 B - R R ] 100 BAT3, 000500
Cadnipan Pengadaan
Fengadaan, Pembeshentian dén Infoemasl |Pemberhentian dan
T S57.000.000 .
03 oz 2040 ) —— ; , Halh; Toba| 100 100 ST, M0 a1
l-lplr'litllﬂ
Jurmilsh Dalcurmer Masil
Pemyusurin Aepcana
Permusunan Rencana Kebuiuban, Jenls | Lo 3 1
03 0F 200 DOO1 mjumuh;;l::m wntuk Peiaksanaan Sinaiai Jubata itk Egh. Toba Bolommn 31000000 P Bkt 2_D00.000
£ Belkrinaan
Pangadaan ASN
Jurrda#h Dok maen
gegiatan Keordinasi
01 62 100 D003 E"""‘“' oy il Pengachan U caibasl £ab, Toba| 2 Laporan 250,000,000 PAD 3 Laviorsa 1500000
FER Pengadaan PRS dan
PPpK
5 Jumilah Laporan bl
03 @ 201 DOO4 m"“'"wm‘&"m“mm Evaluasl Perngadaan | Kab, Toba| 2 Laporan | £4,000.000(PAD 2 Lapeean 45.000,000(
s
Jurmilsh Dokumen el
Hanrdinasl Pelalsanaan Administrasi Hoordmasl Pelikianaan 1 3
(5 i Ezh. Toba B 000000 PaD A2 000 D00y
£ am Pembarhendlan Afministr g s Dckurmen Dl reeen
DembesPaniien
Jumilah Doku men Ml
Sgmpan nfarmasi 1 1
0B 0z 200 D010 i Rlieim (il Pengelolson Sstem | Kb, Toba 170,000,000| PAD 128,000,000
Hepepawalai : ] Dokumen Dakuirmen
informasi Kepegowsssn
Jurnlih Dok i e Hand 3 3
03 a2 2ol o011 Bgnpebal g Dila Kidaginehian Pengelalasn Dats Kzh, Toka PN L1000 00| PAD i 42 D00 600
Xepegawain
Cakupan Mutasd dan
. 335 000,000
03 o2 2,03 Belgtasl dan Promasl ASN ) Eah. Toba! 1DO% Lo Z3B. D00 00
Juwmlah Dokuregn Hasi - 17
O3 a2 3o oo0i Penpeloiaen Mulasl ASH jw. . l.-luta:;lnm Eab, Teba Halbanin 5 D040, 000 PAD P BE. D000
|tabatan Fimpinan




SHCANA TARUN 3025 PRAKIRAAN MAIL WERCANS TAHUN
LRUSAN] BIDANG URUSAN PERDERINTAIAN I'EI.:F I:ill " Em", - ! MI2E
KODE OAERAH OGALM) KEGIA ARGET CATATAN PENTING
paa H-.I-GHT“ i Kl KEGRATANS SUS LOHEASS I;LF:IMH EEBUTUHAN DANA RER DANA sicsipid EEBUTUHAN DANAS PAGL
KEGRATAN IONERIA PAGL IMDIKATIF x INDHEATIF
(i i in 8l 15 L3 L] L] feal
Jumiah Pengelolan A50 R
L . T 50,000 030| PAD S1.000
03 o2 2.02 Pengeindaan Kenaiksn Pangkat ASH I n kot AZN Eab, Toba Bidiiimen Desbosmen L
Jurrlah Dokuman Resl § &
03 oF 202 Pargelodaan Prososl A5N Fengelolasn Promos! | Ksh. Taba Oohowoen 200 D00 00 P Dok 2. 00000
ASH
Caloapan
3 o0z .03 Feapembangsn Kompetensl ASM Fengembangan Hady, Tolal 100 15O D0 fle] -Il-l-M-Mi
Eompesenai Ak
Juredah ASM yang
02 OF 208 O Peringhatan Knpasiias Crens ASN Bl prirghat Eah. Toba| 5 Omang 10.000.000| PAD 5 Cwang 1000000
W
Jurmias Dk me 1 .
n oF 103 Fergedoraan Assesrmsef Cenfor Pengelalaan Assesment) Eah, Toba b 120,000 000 PAD Bk 12 1. DO, G
Conber
luimilan ASN yang
Morngikutl Pengelolaan 5 5
g 0P 203 Fengelniaar Pendidiksn Lanjutan ASN A Gkt o K. Toba Ceihman LIML000.000| PAD DoRusen 101004 000
Sertiflcaz
Jumilaf Dokumssntas
Hzsd Kordinasi dan
M o2 208 :H.t"h'“h::;"n:”'“": Rl |k bave Kab. Toba| 1 Orang 125.000.000{ PAD 1 Ovang 176,000,000
¥ Pelaksanasn Diklat
Iabatan Fungsionsl
M 02 204 Penilalan dan Evaluas! Einerja Aparatur e By Eah, Toba| 100% B O aey 1 9. e (MM
Penilaian Barja
Jumnitsh Dokuren Ml
Fvatuasl Hasll Perdaian dan Evaluasi Ewatluasl Pemiiaian i 0 Ell
Kab. Toba|1La 21,000 000 PAD 1 an FLO00
B0 Enera Aparatur Ewaluasl Kirnsrja - e
Mparatur
Jmlah ASM yang
03 02 1od Pambinsan Disipdin ATN mandapatian Kab. Toka| 5 ODmang U000 000 PAD L Orang 7L O
Pembenaan Kndispinan
o4 Uz Pendidfien Dan Pelatihan T8, SO0, 000 T41.500.000
PROGRAM FINGEMBANGAN SUM Persarilas furrilah
o4 0z USIA - e ASH Yang Mergiusll | Eab. Tobal 100 T, SR 0O 100 T L. SO0, elxp)
— Diklat Teinis
Persesbase
o4 a2 201 Pengembargan Eompetens] Teknis Nompatensi l.ﬁ.‘l‘u-h.ll- 100% D, SO O 1050% T, 500,000




ISDIATOR LINERIA

EENCAMA TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAIL RENCAMA TAHLUN

URLSAN; BIDAMS LURLSAN PEMMERINTAHRAN 2028
KDDE OAERAH DAN PROGAAM, EEGIATAN T8 : ARGET CATATAN PENTING | TARGET
NEEMATAN o KEGIATAN/ SLF8 T AN EEBUTUHAN DANA X HEBLUTUHAN DUWHAS PAGL
T PO A MDA
KEGRATAN KINERIA PAGU | TIF MINERIA I TIF
] 2 3 ) 5 & i = = 10}
Perpelenggaraar Pergembangan
Kompetensi Tekrd Umum, T, dan Jumlah ASH Yang
Pilihan bagi labatan Administrasi Mengikuti
T r
5 03 0 200 D003 p i el ke I - ik, Taba| 20 Orang P S0 00| Pl 20 Orang G0 S, DO
Epninuren, Perangial Decrah Penun@ng. {Kompetensi Teknis
dan Urusan Pemerintahan Limum
Pemdinaan, Pengoordinasian, Fasiitasl
Pemartiuan, Evaluasl, dan Pelaporan umiah Cokumen Hasil
Pengembangan Kompobens Teknks Pembinaan
Umam, Intl, dan Pilthan bagi Jabatan Pergondinasian,
Administrasi Penyelerggara Urusan Farti agi, Pemaniiaan,
Pemerintahan Kankanen, Perangkat Eialiinsl dan Pelaporan
Diaeriash Penunang. dan Lrusin Pergembangan
Pemeriniahan Umum Kinpetefcd Teknis
Lrerarmy, indl dam pliban . #
503 02 204 0004 Kab. Toba D0 DG B ALy T O00.000
bagljabatam Dokumen ICekou e
mirsstrac
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BEKPSDM

Program Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia di susun dalam suatu rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah yang sesuai dengan hasil dari SIFD . dapat di
tunjukkan pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA BEPSDM 20325 44



TAHUN 3025

RENCANA KERJA DAGANISAS] FERANGEAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAILK DAN PENGEMBANGAN SLUMBER DAYA MANMUSLE BAS TORA
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BAB VYV
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Dacrah Kabupaten Toba Tahun 2025 merupakan sebuah
dokumen rancangan perencanaan kerja yvang disusun berdasarkan
analisisis kebutuhan dan berorientasi pada pencapaian hasil serta
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang divujudkan melalui
program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Dalam rangka
mewnjudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, maka
dokumen perencanaan kerja ini disusun dengan memperhatikan
prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Toba
Tahun 2025 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum
pembangunan daerah.

Demikian dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Toba Tahun
2025 ini disusun, Kami menyadari bahwa keterbatasan kemampuan
APBD merupakan kendala yang selalu menjadi  penghambat
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu,
kolaborasi dan dukungan dana APBD sangat kami harapkan, sehingga
program dan kegiatan vang kami rencanakan dapat terlaksana serta
apa yang menjadi tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba vang
merupakan tindakan nyata untuk mewujudkan visi dan  misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dapat tercapai.

SPEMHINA TK.I / IV/b
NIP. lﬂ‘?ﬂﬂﬁﬂ 321998031002
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PEMERINTAH KABUPATEN TCBA

INSPEKTORAT
Jin. Huta Bulu — Mejan, Bafige, Sumatera Utara 22312
Telp. (0632} 21393, Faksimile (0632) 21393
Laman www.tohakab.go.id, Pos-al inspekiorati@icbakab.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025

Uralan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kabupaten Toba Tahun 2025

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Sural Tugas PR Inspektur Kabupaten Toba Namor
700/24 1IRDA/ST/2024 tanggai 29 Juli 2024 untuk metaksanakan reviu alas Rancangan Akhir Renja
PO Kabupaten Taba Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagas bearikut;

Hesimpulan: o
1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir Renja PD

a. Dekumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rewiu rancangan akhir Renga PO tefah lengkap.

2. Fu-nguj_i:n atas kesesuaian rll'h}:ll'ﬂl-l'l akhir Renja PD dangan Rancangan Akhir RKFD |

a Rumusan sasaran perangkat daerah dalam BAB Il rancangan akhir Renja FD telah sesual

dengan sasaran pada BAB IV dalam Rancangan Akhir RKPD.
b. Nama program, page dana dan indikator pada Bab WV Renja PD telah sesual dengan namda

program, pendanaan dan indikator pada Bab WV RKPD.

13 Pengujian atas penyusunan tuhuml_umr BAB paEl; FAnEangan akhir Rh_'n,ll PD
a Tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada BAB 1l Ren@ telah ditelapkan

berdasarkan wu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD pada BAS |l
b. Kinera kegistan/sub kegiatan telah mendukung kinerja Renja PD dan Renstra PD.

Catatan reviu:

—_

Kaoreksi/ Perbaikan yang belumitidak disetujul

Eh_n-mnl:lni:-
Mempertahankan keselarasan Renja BKPSDM  dengan RKPD Kabupaten Toba seria
mempertahankan kesesuaian lahapan dan tata cara penyusunan Renja BKPSOM sesual dengan

ketentuan yang berlaku.

apala BEPSDM
: an Toba,
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